
BUPATIENREKANG 
PROVINS! SULAWESI SELATAN 

PERATURAN BUPATI ENREKANG 
NOMOR 33 TAHUN 2018 

TENT ANG 

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2019 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI ENREKANG, 

Menimbang 

Mengingat 

bahwa memenuhi ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah 
Kabupaten Enrekang Nomor Tahun 2018 tentang Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 

1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 

2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 
Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3569); 

3. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3688); 

4. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi & Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3851); 

5. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
No. 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 
4286); 

6. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

7. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
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Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

8. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 Sistim 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2094 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4421); 

9. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4438); 

10. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara 
Repu blik Indonesia 5049); 

11. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tantang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistim 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5155); 

14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

16.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 
Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai 
Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5351); 
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14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Enrekang Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Kabupaten Enrekang Nomor 31); 

MEMUTUSKAN : 
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2019. 

Pasal 1 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 terdiri atas : 
a. Pendapatan 

1. pendapatan asli daerah Rp. 101.926.882.563,00 
2. dana perimbangan daerah Rp. 795.664.208.691,00 

0 3. lain-lain pendapatan yang sah Rp. 189.697 .818.600,00 

Jumlah Pendapatan Rp. 1.087.288.909.854,00 
b. Belanja 

1. belanja tidak langsung 
a) belanja pegawai Rp. 382.496.910.414,00 
b) belanja hibah Rp. 10.727.800.000,00 
c) belanja bantuan sosial Rp 500. 000. 000, 00 
d) belanja bantuan keuangan Rp. 182.792.565.100,00 
e) belanj a tidak terd uga Rp. 750.000.000,00 

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 577 .267 .275.514,00 

2. belanja langsung 
a) belanja pegawai Rp. 31.874.962.350,00 
b) belanja barang dan jasa Rp. 292.156.950.812,00 

r>. c) belanja modal Rp. 177.689.721.178,00 

Jumlah Belanja Langsung Rp. 501. 721.634.340,00 

Jumlah Belanja Rp. 1.078. 988. 909.854,00 

Surplus/ (Defisit) Rp. 8.300.000.000,00 
c. Pembiayaan: 

1. penerimaan Rp. 100.000.000,00 
2. pengeluaran Rp. 8.400.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto Rp. (8.300.000.000,00) 

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00 

Pasal 2 
Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum 
dalam Lampiran I, yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan 
Bupati ini. 
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Pasal 3 
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam 
Lampiran II , yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Bupati 
ini. 

Pasal 4 
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan 
lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat Daerah 
(DPA-OPD) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan 
Daerah (DPA-PPKD) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Pasal 5 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Enrekang 

Ditetapkan di Enrekang 

Pada tanggal 9--S o�bu- l),-0-t:8 

, ":.,.' ----�--" 
SLIMIN BANDO 

Diundangkan di Enrekang 
Pada tanggal '.2-� D�kr �lY 

CHAIR UL LAT ANRO 

BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018 NOMOR 5'57 


